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Perind :  Penergpan Mangemen Risko bagi Bank Umum

Ddam upaya meningkatken good corporate governance dan mangemen

risko pada industri perbankan, Bank wagib menergpkan mangemen risko secara
efektif sebagamana diatur ddam Peraturan Bank Indonesa Nomor 5/8/PBI/2003
tanggd 19 Me 2003 tentang Penergpan Mangemen Risko bagi Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4292). Sehubungan dengan hd tersebut perlu diatur
ketentuan pdaksanean ddam suaiu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-
pokok ketentuan sebagal berikut:

1.

Pedoman Standar Penergpan Mangemen Risko bagi Bank Umum merupakan
acuan dandar penergpan mangemen risko yang wgib dipenuhi odeh Bank
sehingga Bank dapat memperluas dan memperddam sesua dengan  kebutuhan
Bank.

Bank yang tdah memiliki kebijakan, prosedur, dan aau pedoman penergpan
mangemen risko namun bdum memenuhi dandar  penergpan  Mangemen
rigko, wgib menyesuakan dan menyempurnekan dengan berpedoman pada
Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesiaini.

Pedoman penergpan mangemen risko sebagamana dimeksud pada angka 2,
disampakan kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sgak ditetapkannya pedoman yang disempurnakan. Penyempurnaan  pedoman
tersebut dilakukan sesua dengan jadwd yang dimuat ddam action plan aau
sdlambat-lambatnya tangga 31 Desember 2004.

4. Pedoman ...



4. Pedoman Standar Penergpan Mangemen Risko bagi Bank Umum, sekurang
kurangnya memuat:

a.  Pedoman Umum

1) Pengawasan &ktif Dewan Komisais dan Direks, termasuk organisss
den fungs mangemen risko;

2) Kehijakan, prosedur dan penetgpan limit;

3) Proses identifikes, pengukuran, pemantauan dan  9dem  informed
mangemen  risko, temesuk pengdolaan  assets and  liabilities
management (ALMA), penggunaan modd pengukuran risko dan dress
testing; dan

4) Pengenddian intern dalam penergpan mangemen risko.

b. Proses penergpan Mangemen Risko
Proses penergpan mangemen risko dilakukan terhadap risko kredit, risko
pasar, rigko likuiditas, risko operasond, risko hukum, risko reputas dan
risko drategik, sertarisko kepatuhan.

c. Ha-hdlan

Pedoman Standar Penergpan Mangemen Risko bagi Bank Umum memuat

ha-hd lan yang rdevan dengan penggpan mangemen risko, sesua
dengan kondis dan kompleksitas usaha Bank, seperti:

1) Pengdolaan Risko Produk dan Aktivitas Baru;
2) Penergpan Mangemen Risko Transkd Derivatif.

5. Ddam rangka menergpkan mangemen risko, Bank waib membentuk Komite
Mangemen Risko dan Sauan Kerja Mangemen Risko, sesua dengan ukuran
dan komplekstas ussha Bank. Struktur Organisss Mangemen Risko pada
Bank Umum dapat mengacu pada Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia
in.

6. Ddam rangka proses penergpan mangemen risko, Bank dgpat menggunakan
berbaga pendekatan pengukuran risko, bak dengan metode dandar seperti
yang direkomendaskan oleh Basle Committee on Banking Supervision pada
Bank for International Settlements maupun dengan metode pengukuran yang
advanced (internal model). Pengukuran dengan menggunekan internal model
terscbut dimaksudkan untuk antispas  perkembangan operas  perbankan  yang
semakin - kompleks  maupun  antigpas kebijekan  perbankan  di masa
mendatang. Penergpan  internal model  memerlukan  berbaga  persyaratan
minimum balk kuantitatif meupun  kuditaif agar hesl penildan risko dgpa
lebih  mencerminkan  kondis Bank yang sebenanya  Untuk  kepentingan
perhitungan risko pasyr yang takat dengan perhitungan Capital Adequacy
Ratio (CAR), Bank diwgibkan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

7. Penergpan ...



7. Penggpan mangemen risko  scaa  efektif  dan menyduruh  waib
dilaksanekan sesua dengen jadwa yang dimuat ddam lgporan action plan
atau sdambat-lambeatnya tangga 31 Desember 2004.

8. Bank wagib mdakukan langkahlangkeh pedagpan, pengembangan dan aau
penyempurnaan yang diperlukan ddam rangka penergpan mangemen risko
yang efektif, antaralain:

a

meaksanekan diagnosa dan  andiss mengend: organised,  kebijakan,
prosedur, dan pedoman serta pengembangan Ssem yang terkait dengan
penergoan mangemen  risko. Sdanjuinya Bank menila  dan menyuan
rencana penyempurnaan Ssesud  dengan acuan ddam  Pedoman Sandar
Penergpan Mangemen Risko Bagi Bank Umum.

menugaskan pgaba aau daf aau project team yang bertanggungiawvab
untuk prosss penyusunan  andids dan  pemantaan  kemguan  rencana
kegiatan (action plan).

melakukan soddisas pedoman  penergpan mangemen  risko  kepada
pegava agar memaemi praktek mangemen risko, dan mengembangkan
budaya risko (risk culture) kepada sduruh pegawa pada setigp tingkatan
organisas Bank.

menyusun  lgporan rencana  kegiaan (action plan) dan lgporan redisas
kegiatan (progress report) sesud dengan Lampiran 3 dan Lampiran 4
sebaga mana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesiaiini.

memadikan bahwa Satuan Keja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau
ddam proses penyusunan rencana kegiatan (action plan) dan redisas
rencana kegiatlan dimeksud, sarta penyusunan  lgporan  profil  risko
tnwulanen.

9. Bank wagib menyampakan lgporan profil risko kepada Bank Indonesa
dengan berpedoman pada Lampiran 5 dan Lampiran 6 ssbagamana
tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesaini.

10.Bank wgib menyampakan lgporan produk dan aktivitas baru kepada Bank
Indonesa  dengan berpedoman pada Lampiran 7 ssbagamana tercantum
dalam Surat Edaran Bank Indonesiaini.

11.Bank wgib menergokan mangemen risko sesua dengan tujuan, kebijakan
ussha, ukuran dan komplekstas ussha seta kemampuan Bank. Bank yang
melakukan kegiatan ussha berdasarkan  Prindp  Syarigh  wagib  menergpkan
proses mangemen risko sesua dengan karakterigik usaha Bank  dimaksud
dan Prindp Syariah.

12. Lampiran ...



12.Lampiranlampiran terssbut di aas merupakan bagian yang tidek terpisahkan
dari Surat Edaran Bank Indonesiaiini.

Surat Edaran Bank Indonesiaini berlaku sgak tanggal 1 Januari 2004.

Agar sHigp orang mengdahuinya memerintahkan  pengumuman  Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempaannya ddam Beita Negaa Republik
Indonesa

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
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